ABSTRAK

Penelitianini di latarbelakangi olehsuatutindakan yang dilakukan oleh negara,

dalamhalinipemerintah. Tindakan yang dilakukan demi
kepentinganumuminiakhirnyamenimbulkankewajiban negara. Negara
sebagaipemangkukewajibandiharapkandapatmemenuhihak yang

dimilikiwarganegaranya. Salah satuperistiwayang terjadiadalahpenggusuran di
Kampung  Tambakrejo.Penggusuran ~ Kampung  TambakrejodilakukanPemkot
Semarang  untukmengatasipermasalahanbanjir  yang seringterjadi di  Kota
Semarang.MelaluiPenggusuranyang dilakukan di Kampung Tambakrejo, 97 KK
haruskehilanganhakatasperumahan yang
layak.Melaluipermasalahaninidapatdiketahuibagaimanapemenuhanhakadabagaimana
upaya negara dalammemenuhihakatasperumahan yang layakbagiwarga Kampung
Tambakrejo.Penelitianinimenggunakanmetodependekatansosial-legal

denganspesifikasipenelitianyaitudeskriptifanalitis. Data yang
digunakandalampenelitianiniadalah data Primer yang
berupawawancaradenganstudikepustakaan. Analisis data
dilakukanmenggunakanmetodekualitatif. Hakatasperumahan yang
layakmerupakanhakdasar yang harusdimilikisetiap orang. Meskipunpenggusuran di
Kampung Tambakrejomerupakanhal yang legalyaitusebagaisalah

satutindakanuntukmelaksanakankepentinganumum yang menyangkuthidup orang
banyaknamuntetapharusdipikirkanbagi korban yang terkenadampakpenggusuran.
Oleh karenaitu negara mempunyaikewajibanuntukmelindungi, menghormati,
memenuhi HAM
warganegaranyawalaupunbelumsecaramaksimalkarenabelumadanyaputusanakhirdari
kasustersebut.

xii
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ABSTRACT

This research is motivated by an action taken by the state, in this case the
government. Actions taken in the public interest ultimately lead to state obligations.
The state as an obligation holder is expected to fulfill the rights of its citizens. One of
the events that occurred was the eviction in Tambakrejo Village. The eviction of
Tambakrejo Village was carried out by the Semarang City Government to overcome
the problem of flooding that often occurs in the city of Semarang. Through the
evictions that were carried out in Tambakrejo Village, 97 families had to lose their
rights to adequate housing. Through this problem, it can be seen how the fulfillment
of rights and how the state's efforts to fulfill the right to adequate housing for
residents of TambakrejoVillage.This study uses a socio-legal approach with a
research specification that is descriptive analytical. The data used in this research is
primary data in the form of interviews with literature study. Data analysis was
performed using qualitative methods.The right to adequate housing is a basic right
that must be owned by everyone. Even though the eviction in Tambakrejo Village is
legal, that is, as an action to carry out the public interest which concerns the lives of
many people, it must be considered for the victims affected by the eviction. Therefore,
the state has an obligation to protect, respect and fulfill the human rights of its
citizens, although not maximally because there is no final decision on the case.
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